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ABSTRAK 

 

Mediasi dan Mediator telah dikenal sejak zaman Rasullulah pada saat 

peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Sistem hukum acara peradilan perdata Indonesia 

juga mengadopsi proses mediasi secara formil di dalam Pasal 130 HIR (Herzien 

Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44), atau Pasal 154 R.Bg (Rechtreglement 

voor de Buitengewesten, Staatblad 1927:227) atau Pasal 31 Rv (Wetboek op de 

Burgerlijke Rechtvordering, Staatblad 1874:52). Bahkan, Mahkamah Agung melalui 

PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan 

bahwa putusan hakim dapat batal demi hukum bila tidak dilakukannya proses mediasi 

pada perkara perdata tertentu. Proses mediasi pada sengketa ekonomi syariah tidak 

dapat lepas dari pentingnya (signifikansi) peran mediator di dalamnya. Mediator 

harus dapat dengan tepat menentukan teknik penyelesaian sengketa yang paling tepat 

dalam menghadapi suatu perkara di tengah sempitnya waktu yang diperbolehkan oleh 

peraturan perundang-undangan dan meningkatnya perkara yang masuk dari tahun ke 

tahun ke Pengadilan.  

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Empiris yang termasuk ke dalam jenis 

penelitian lapangan (field research). Bahan atau data penelitian berasal dari observasi 

lapangan baik wawancara langsung dengan mediator di Pengadilan Agama Bantul 

maupun sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Adapun 

data yang digunakan penulis adalah data primer berupa hasil wawancara dengan 

mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Bantul dan Register Perkara. Metode 

analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. 

Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap 

signifikansi (pentingnya) peran mediator dalam penyelesaian sengeta ekonomi 

syariah di Pengadilan Agama Bantul. 

Kesignifikansian peran mediator yang utama terdapat pada usaha Mediator 

dalam mencegah suatu perkara yang dipersengketakan tidak masuk ke dalam fase 

contending di muka persidangan dengan menerapkan teknik problem solving kepada 

Para Pihak yang bersengketa. Sehingga hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 

Pertama, mediator berperan penting dalam proses mediasi karena seorang mediator 

harus benar-benar bisa mengatur jalannya mediasi bukan hanya dari sisi waktu, tetapi 

juga harus dapat mengefektivitaskan jalannya mediasi sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Selama waktu itu juga, mediator harus dapat memformulasikan 

gagasan kesepakatan perdamaian untuk para pihak bersengketa. Kedua, kepentingan 

(signifikansi) peran mediator ditunjukkan pada saat Mediator di dalam proses mediasi 

berusaha menjadi jembatan maksud dari tuntutan Penggugat yang tersurat dalam surat 

gugatan, pernyataan-pernyataan yang disampaikan saat kaukus, maupun dalam 

resume mediasi untuk disampaikan kepada Tergugat. Lalu, mediator berusaha 

mengolah dan menafsirkan maksud tersirat tersebut menjadi suatu opsional 

perdamaian yang dapat ditawarkan ke Para Pihak yang bersengketa. 

 

Kata Kunci: Mediator, Sengketa Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama.



 

ABSTRACT 

  

Mediation has been known since the time of Rasullulah during the 

Hudaibiyah Treaty. The Indonesian civil court procedural legal system also adopts a 

formal mediation process in Article 130 HIR (Herzien Inlandsch Reglement, 

Staatsblad 1941: 44), or Article 154 R.Bg (Rechtreglement voor de Buitengewesten, 

Staatblad 1927: 227) or Article 31 Rv (Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering 

Staatblad 1874: 52). In fact, the Supreme Court through PERMA RI No. 1 of 2008 

concerning Mediation Procedures in the Court stated that civil decisions can be null 

and void by law if mediation processes are not carried out in certain cases. The 

mediation process in Islamic economic disputes cannot be separated from the 

importance (significance) of the role of a mediator in it. The mediator must be able to 

precisely determine the most appropriate dispute resolution technique in dealing with 

such a case in the midst of the limited time allowed by laws and regulations and the 

increasing number of cases that go from year to year to the Bantul Religious Court. 

This type of research is Empirical Juridical which is included in the type of 

field research. Material or research data derived from field observations either direct 

interviews with mediators at the Bantul Religious Court or other sources relating to 

the research object. The data used by the author are primary data in the form of 

interviews with mediators who served in the Bantul Religious Court and Case 

Register. Data analysis method used in this research is descriptive analysis method. 

This method is used to describe or illustrate the significance of the role of the 

mediator in the resolution of sharia economic activities in the Bantul Religious Court. 

The main role of the mediator is significant in the efforts of the Mediator in 

preventing a disputed case from entering into the contending phase in front of the trial 

by applying problem solving techniques to the Parties to the dispute. So the results of 

this study conclude that: The results of this study conclude that: First, the importance 

(significance) of the mediator's role is a necessity because a mediator must really be 

able to regulate the mediation process not only in terms of time, but also must be able 

to streamline the mediation according to the provisions of the legislation. During this 

time too, the mediator must be able to formulate the idea of a peace agreement for the 

parties to the dispute. Second, the importance (significance) of the mediator's role is 

demonstrated when the Mediator in the mediation process seeks to bridge the 

intention of the claim from the Plaintiff in the letter of claim, statements made during 

the caucus, and in the mediation resume to be submitted to the Defendant. Then, the 

mediator seeks to process and interpret this implied intention into an optional peace 

that can be offered to the Parties to the dispute. 

 

Keywords: Mediator, Sharia Economic Disputes, Religious Court. 
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MOTTO 

 

 

ϾϿ  

 
Dihadapan hukum alam, semua manusia sama. Jika 

manusia berusaha melawan hukum alam, maka ia akan 
menghancurkan dirinya sendiri. 

 
Petualangan hanyalah tentang kerendahan hati, bukan 

tentang harga atau pembuktian diri. Sebab, pelangi yang 
muncul setelah hujan adalah janji alam bahwa masa buruk 

telah berlalu dan masa depan akan baik-baik saja. 
 

Keindahan alam pada pemandangannya, keindahan 
manusia pada hati nuraninya. Tetap tenang, manusia 

adalah miniatur alam semesta, lebih luas dari cacian dan 
lebih besar dari pujian. 

 
 

ϾϿ  
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan 

tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Mentri Agama dan Mentri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/1987 

tanggal 10 September 1987. 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab
Nama Huruf Latin Keterangan

ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

ب ba' b be

ت ta' t te

ث ṡa' ṡ es (dengan titik di atas)

ج jim j je

ح ḥa' ḥ ha (dengan titik di bawah)

خ kha kh ka dan ha

د dal d de

ذ żal ż zet (dengan titik di atas)

ر  ra' r er

ز zai z zet 

س sin sy es (dengan titik di atas)

ش syin sy es dan ye

ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah)

ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah)

ط ṭa' ṭ te (dengan titik di bawah)

ظ ẓa' ẓ zet (dengan titik di bawah)
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Huruf 

Arab
Nama Huruf Latin Keterangan

ع ain ʽ koma terbalik di atas

غ gain g ge

ف fa' f ef

ق qaf q qi

ك kaf k ka 

ل lam l el

م mim m em

ن nun n en

و wawu w we

ه ha' h ha

ء hamzah ʼ apostrof

ي ya' y ye
 

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

ةسنّ    ditulis  Sunnah 

ةعلّ    ditulis  ‘illah 

 

III. Ta’ Marbutah di akhir kata 

a. Bila dimatikan ditulis dengan h. 

 ditulis  al-Mā’idah  المائدة

 ditulis  Islāmiyyah إسلاميةّ

 

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam 

bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 
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b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 ditulis  Muqāranah al-Mazā\hib  مقارنةّالمذاهب

 

IV. Vokal Pendek 

 kasrah   ditulis  i ـِ
 fathah   ditulis  a ـَ
 dammah  ditulis  u ـُ

V. Vokal Panjang 

1. Fathah + Alif  ditulis  ā 

 ditulis  Istih{sān   إستحسان

2. Fath{ah + ya’ mati  ditulis  ā 

 ditulis  Uns\ā    إنثى

3. Kasrah + yā’mati  ditulis  ī 

 ditulis  al-‘Ālwāni   العلواني

4. D{ammah + wāwu mati ditulis  u> 

 ditulis  ‘Ulu>m    علوم

VI. Vokal Rangkap 

1. Fath{ah{ + ya’ mati  ditulis  ai 

 ditulis  Gairihim    غيرهم

2. Fath{ah{ + wawu mati ditulis  au 

 ditulis  Qaul    قول

VII. Vokal Pendek yang Berunrutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 ditulis  a’antum  أأنتمّ

 ditulis  u’iddat  أعدت
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 ditulis  la’in syakartum لإنّشكرتم

VIII. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 ditulis  al-Qur’an  القرآن

 ditulis  al-Qiyas القياسّ

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis degan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.  

 ditulis  ar-Risālah الرسالة

 ’ditulis  an-Nisā النساء

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya 

 ditulis  ahl al-Ra’yi أهلّالرأي

 ditulis  ahl as-Sunnah أهلّالسنة
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KATA PENGANTAR 

ْ
 
ّْْد ْمْ لح ْا

َ
ْرْ ْلِّل ّ

ْْب 
 
ّْلعْ ا

 
ْيْ ال ن   

ْ
 
ْأ
 
ْْد ْهْ ش

 
ْأ ْْن 

 
ْْإّْل

 
ْإّْْهْ ل

َ
ْوْ ْْاللْ ل

 
ْأ
 
ْْد ْهْ ش

 
ْاْرْ د ْمَْحْ مْ ْنَْأ اّللْْْلْ وْ س   

ْ
َ
ْصْ ْمَْهْ الل ّ

ْعْ ْل 
 
ْل ْدّْي ّْىْس 

 
وْ ْد ْمَْح ْاْمْ ن

ْعْ 
 
ْْىْآلّْل ْدّْي ّْس 

 
د ْمَْح ْاْمْ ن  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan 

hukum. Hal itu termaktub dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 

1945 pasal Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Konsekuensi dari perjanjian luhur itu 

adalah semua dinamika sendi-sendi kehidupan berbangsa harus dijalankan dan 

bernafaskan hukum yang berkeadilan serta berkemanusiaan. Gesekan-gesekan 

yang terjadi di dalam masyarakat haruslah diselesaikan secara arif bijaksana baik 

melalui koridor hukum tertulis ataupun hukum yang hidup di tengah-tengah 

masyarakat. Permasalahan hukum yang timbul antar masyarakat secara garis besar 

dibagi menjadi dua yaitu: sengketa pidana dan sengketa perdata. 

Sengketa pidana menjadi domain negara untuk turut campur 

menyelesaikannya karena erat kaitannya dengan ketertiban umum, yang tentunya 

mengacu pada hukum pidana sebagai pegangan pokoknya. Sehingga dalam hal ini 

negara melakukan fungsinya sebagai penjamin hak asasi warganya. Sedangkan 

dalam sengketa perdata, negara bertindak sebagai fasilitator saja dalam 

penyelesaian sengketanya, yang tentunya mengacu pada hukum perdata yang 

berlaku di Indonesia. Hal itu logis, sesuai dengan pendapat Sudikno Mertokusumo 

yang mengatakan bahwa hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang 

mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu dengan perorangan yang lain 
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di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya 

diserahkan kepada masing-masing pihak.1  

Sengketa perdata adalah permasalahan-permasalah yang timbul karena 

adanya salah satu pihak yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lain. Baik pihak 

tersebut adalah perseorangan maupun badan hukum. Lebih khususnya pada 

sengketa perdata dalam bidang ekonomi/bisnis yang semakin menarik untuk 

dikaji dan diteliti. Dewasa ini perkembangan bisnis di Indonesia tidak hanya 

berkutat pada bisnis-bisnis konvensional namun mulai merambah kepada bisnis-

bisnis syariah. Hal ini ditandai dengan ekspansi perusahaan perbankan ke unit 

atau cabang syariah di awal abad XX. Setiap tahun ekspansi menunjukan 

peningkatan yang semakin pesat, dari tahun 1992 hingga akhir Desember 2006, 

sedikitnya terdapat 3 (tiga) Bank Umum Syariah dan 20 (dua puluh) Unit Usaha 

Syariah2. Proses penyelesaian litigasi untuk sengketa di bidang ekonomi syariah 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 

50 Tahun 2009 menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama.  

Cara lain penyelesaian sengketa yang dapat dipilih adalah melalui jalur luar 

pengadilan atau non-litigasi. Akhir-akhir ini istilah ADR (Alternative Dispute 

Resolution) semakin populer di Indonesia. Pasca diundangkannya Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Masalah, 

masyarakat memiliki pilihan lain dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah 

selain melalui pengajuan gugatan di Pengadilan Agama. Pasal 1 butir 10 Undang-

 
1 FX. Suhardana dkk., Hukum Perdata I, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), 

hlm.7. 
2 Agus Waluyo Nur, “Sistem Pembiayaan Leasing di Perbankan Syariah”, La Riba 1, 2 

(2007), hlm. 169-170. 
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Undang tersebut, berbunyi bahwa ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa 

atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni 

penyelesaian di luar pengadilan dengan cara atau metode konsultasi, negoisasi, 

mediasi, konsolidasi atau penilaian ahli. Selain itu para pihak juga bisa 

menggunakan jasa arbiter dalam mekanisme arbitrase yang proses sidangnya 

dilakukan secara tertutup dan ditentukan sendiri oleh masing-masing pihak untuk 

pilihan arbiternya. Baik penyelesaian sengketa melalui putusan hakim litigasi 

ataupun arbiter dalam arbitrase, kesemuanya adalah mengedepankan win-loose 

solution, karena proses acara pembuktian menjadi sentral para pihak untuk 

menguatkan dalil-dalilnya. Berbeda dengan mediasi yaitu acara pembuktian para 

pihak tidak terlalu dipentingkan, melainkan kesepakatan antara keduanya menjadi 

titik sentral dalam proses ini, atau dikenal dengan sebutan win-win solution. Peran 

mediator menjadi kunci dalam memandu dan mensukseskan proses mediasi, 

karena mediator harus dapat bersikap berimbang serta memberi masukan-

masukan kepada para pihak agar sengketa dapat berakhir dengan kesepakatan 

perdamaian. 

Semangat mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa ini diakomodir 

oleh Mahkamah Agung dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan. Setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Agama 

sesuai Perma di atas wajib dilakukan mediasi terlebih dahulu sebelum diperiksa 

pokok perkaranya oleh majelis hakim. Perma ini semangatnya sangat bagus 

karena sebisa mungkin perkara yang masuk dapat selesai di tingkat mediasi 

sehingga asas peradilan cepat dan sederhana terpenuhi. Para pihak yang 
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berperkara khususnya dalam sengketa perdata di Pengadilan Agama pada saat 

panggilan sidang pertama kali akan diarahkan majelis hakim untuk menemui 

mediator dan melaksanakan mediasi sebagaimana diamanahkan dalam Perma. 

Mediator sampai saat ini memegang peranan signifikan dan memang wajib 

disediakan oleh Pengadilan Agama untuk semua perkara gugatan yang masuk, 

tidak terkecuali perkara sengketa ekonomi syariah. Bahkan ketika persidangan 

telah masuk dalam pokok perkara, hakim selalu menanyakan di awal persidangan 

apakah para pihak ada pembicaraan mengenai perdamaian. Peneliti memiliki 

kegelisahan akan kesignifikansian peran mediator dalam membantu penyelesaian 

sengketa ekonomi syariah. Berdasarkan paparan-paparan di atas dirasa perlu 

melakukan penelitian untuk memperoleh gambaran yang sesungguhnya mengenai 

signifikansi peran mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di 

Pengadilan Agama Bantul.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, dapat dirumuskan 

permasalahannya yaitu: Bagaimana Signifikansi Peran Mediator Dalam 

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan 

Peneliatian ini adalah kegiatan ilmiah yang mempunyai tujuan-tujuan 

tertentu yang hendak dicapai oleh peneliti yang tidak terlepas dari perumusan 
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masalah yang telah ditentukan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

Untuk mengetahui Signifikansi Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa 

Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul 

2. Kegunaan 

Suatu penelitian yang berhasil adalah penelitian yang dapat memberikan 

faedah atau mafaat baik secara teoritis ataupun secara praktis yang meliputi : 

a) Kegunaan Teoritis 

Memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum pada 

umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya tentang mediasi dalam 

perkara sengketa ekonomi syariah. 

b) Kegunaan Praktis 

1) Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan 

meningkatkan kemampuan peneliti dalam mengkritisi persoalan-

persoalan hukum terutama tentang penyelesaian sengketa perdata 

bidang ekonomi syariah. 

2) Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan 

meningkatkan kemampuan peneliti dalam mengkritisi persoalan-

persoalan hukum terutama tentang penyelesaian sengketa perdata 

bidang ekonomi syariah. 
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D. Kajian Pustaka 

Hermin Sriwulan, “Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2008 dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Ditinjau dari Teori 

Sistem Hukum Lawrence M. Friedman)”, Tesis, Malang: Program Pasca Sarjana 

Universitas Muhammadiyah Malang. 2012. Di dalam tesis tersebut lebih mengkaji 

pada implementasi tataran pada norma Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi 

dengan implementasi pada tataran praktik yang sekarang sudah dicabut, sehingga 

sudah tidak digunakan lagi di Pengadilan Agama. Selain itu fokus penelitian 

tersebut terkhusus dalam sengketa perceraian. Sedangkan dalam penelitian yang 

saya tulis, lebih difokuskan pada peran mediator dalam penyelesaian sengketa 

perkara perdata bidang ekonomi syaraiah, khususnya di Pengadilan Agama 

Bantul.3 

Burhanuddin, “Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan 

Negeri”, Tesis, Surabaya: Universitas Narotama, 2008. Di dalam tesis tersebut 

lebih mengkaji pada asas Trias Politica dalam bernegara yang mengaitkan 

kekuatan peradilan yang mandiri sebagai faktir besar penyelesaian sengketa 

khsusunya melalui mekanisme mediasi. Tulisan ini beranggapan tetaplah relevan 

untuk melepaskan cengeraman kekuasan eksekutif dalam membina dunia 

peradilan. Tegasnya, badan-badan peradilan harus dilepaskan dari Departemen 

Pemerintahan dan meski institusi tidak mengharuskan pemisahan tapi itu perlu 

bagi kebebasan kekuasan kehakiman. Mudahnya kekuasan diluar peradilan 

 
3 Hermin Sriwulan, “Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 

dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Ditinjau dari Teori Sistem Hukum Lawrence M. 

Friedman)”, Tesis, Malang: Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang, 2012. 
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melakukan intervensi sebenarnya satu faktor penyebab tidak mandirinya kekuasan 

peradilan. Ada akibat yang dicatat dalam tulisan ini, kalau iklim ini dibiarkan, 

yaitu tergesernya posisi peradilan dari kedudukan sentra berubah ke posisi 

marginal. Sedangkan dalam penelitian yang saya tulis, lebih difokuskan pada 

peran mediator dalam penyelesaian sengketa perkara perdata bidang ekonomi 

syaraiah, khususnya di Pengadilan Agama Bantul.4 

Indrawan Pardomuan Tanjung, “Efektifitas Peran dan Fungsi Hakim Sebagai 

Mediator dalam Proses Mediasi Sengketa Bisnis di Pengadilan Negeri”, Tesis, 

Yogyakarta: Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, 2010. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui efektivitas mediasi di pengadilan negeri sebagai 

alternatif penyelesaian sengketa bisnis. Tujuan selanjutnya adalah untuk 

mengetahui bagaimanakah pelaksanaan peran dan fungsi mediator hakim dalam 

mediasi sengketa bisnis di pengadilan negeri. Metode pendekatan dalam 

penelitian ini adalah gabungan antara pendekatan yuridis normatif dan yuridis 

empiris, sedangkan metode analisis data dengan menggunakan metode kualitatif. 

Penelitian dilaksanakan pada 5 (lima) pengadilan negeri dalam wilayah hukum PT 

DIY, dengan subjek penelitian adalah hakim pengadilan negeri, para pihak 

prinsipal dan advokat. Alat penelitian lapangan berupa pedoman wawancara 

sedangkan cara penelitian lapangan berupa wawancara langsung secara 

mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas mediasi di pengadilan 

negeri untuk menyelesaikan sengketa bisnis masih belum optimal. Hal ini dapat 

dilihat dari masih minimnya jumlah sengketa bisnis yang berhasil diselesaikan 

 
4 Burhanuddin, “Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri”, Tesis, 

Surabaya: Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama, 2008. 
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melalui mediasi di pengadilan negeri. Mediator hakim dalam pelaksanaan peran 

dan fungsinya ada yang telah melaksanakan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 

dan kode etik mediator, namun ada juga yang belum melaksanakan. Sedangkan 

dalam penelitian yang saya tulis, lebih difokuskan pada peran mediator dalam 

penyelesaian sengketa perkara perdata bidang ekonomi syaraiah, khususnya di 

Pengadilan Agama Bantul.5 

Rita Komala Dewi, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Melalui 

Mediasi Perbankan”, Tesis, Jakarta: Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 

2009. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk megetahui 

bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah dalam mediasi 

perbankan serta manfaat mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesaian 

sengketa. Penelitian ini meyimpulkan bahwa mediasi perbankan atau mediasi di 

luar pengadilan diatur dala ketentuan Bank Indonesia dan sebagai upaya untuk 

meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada dunia perbankan. Sedangkan 

dalam penelitian yang saya tulis, lebih difokuskan pada peran mediator dalam 

penyelesaian sengketa perkara perdata bidang ekonomi syaraiah, khususnya di 

Pengadilan Agama Bantul. Sehingga menjadi titik pembedanya adalah penelitian 

saya dikhususkan terhadap peran mediator yang menjadi fasilitator dalam mediasi 

di dalam pengadilan.6 

Abdul Kahar Syarifuddin, “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di 

Pengadilan Agama Baubau”, Tesis, Makassar: Magister Hukum Universitas 

 
5 Indrawan Pardomuan Tanjung, “Efektifitas Peran dan Fungsi Hakim Sebagai Mediator 

dalam Proses Mediasi Sengketa Bisnis di Pengadilan Negeri”, Tesis, Yogyakarta: Magister Hukum 

Universitas Gadjah Mada, 2010. 
6 Rita Komala Dewi, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Melalui Mediasi Perbankan”, 

Tesis, Jakarta: Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2009. 
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Slaudin, 2015. Tesis ini mengkaji “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian 

di Pengadilan Agama Baubau”. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap 

efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Baubau, 

mengungkap tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Baubau, 

mengungkap faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan 

mediasi di Pengadilan Agama Baubau. Penelitian ini adalah penelitian lapangan 

yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan mengambil lokasi di Pengadilan Agama 

Baubau. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, teologis 

normatif, dan pendekatan sosiologis. Adapun pengumpulan data yang diperoleh di 

lapangan dengan teknik observasi, wawancara,/interview dan dokumentasi. Data 

yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan analisis reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa efektivitas 

mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Baubau, menunjukan 

bahwa mediasi belum efektif. Faktor-faktor penyebabnya adalah: Tingkat 

kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah. Fasilitas dan 

sarana mediasi di Pengadilan Agama Baubau masih kurang memadai baik dari 

segi ruang mediasi maupun fasilitas penunjang didalamnya. Selain Ketua 

Pengadilan Agama Baubau, hakim yang ditunjuk menjadi mediator seluruhnya 

belum mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggrakan oleh Mahkamah Agung 

Republik Indonesia. Penempatan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama tidak 

tepat atau tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah SWT dalam 

QS al-Nisa ayat (35), tentang kedudukan dan kewenangan hakam (mediator) 

dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumahtangga. Sedangkan dalam 
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penelitian yang saya tulis, lebih difokuskan pada peran mediator dalam 

penyelesaian sengketa perkara perdata bidang ekonomi syaraiah, khususnya di 

Pengadilan Agama Bantul. Sehingga menjadi titik pembedanya adalah jenis 

perkara di Pengadilan Agama yang saya teliti.7 

Dwi Sriyantini, “Prinsip Mediasi Nonlitigasi Sebagai Alternatif Penyelesaian 

Sengketa Perdata di Indonesia”, Tesis, Jember: Magister Hukum Universitas 

Jember, 2011. Penelitian ini mengkaji bahwa di Indonesia bila terjadi sengketa 

pada umumnya masyarakat masih banyak menggunakan jalur litigasi (pengadilan) 

untuk mendapatkan keadilan, sehingga terjadilah penumpukan perkara. Padahal 

sebagai salah satu ciri budaya masyarakat yang bersengketa adalah penyelesaian 

melalui musyawarah-mufakat atau mediasi (nonlitigasi) yaitu menyelesaikan 

sengketa di luar pengadilan secara win-win solution yang prosesnya lebih cepat 

dan biaya relatif lebih murah serta tidak menimbulkan rasa permusuhan pihak-

pihak bersengketa, tetapi penyelesaian ini masih kurang begitu diminati. 

Metodologi yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis-normatif 

dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan 

pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan-bahan hukum yang 

digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan bahan-bahan non hukum 

yang kemudian di analisa menggunakan asas hukum, teori hukum dan konsep-

konsep ataupun doktrin-doktrin hukum sehingga menghasilkan suatu preskripsi 

yang diharapkan. Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama, ada lima prinsip 

dasar (basic prinsiples) dari mediasi nonlitigasi yang merupakan landasan 

 
7 Abdul Kahar Syarifuddin, “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan 

Agama Baubau”, Tesis, Makassar: Magister Hukum Universitas Slaudin, 2015. 
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filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi, yaitu prinsip kerahasiaan 

(confidentiality), prinsip sukarela (volunteer), prinsip pemberdayaan 

(empowerment), prinsip netralitas (neutrality), dan prinsip solusi yang unik (a 

unique solution). Keberadaan kelima prinsip dasar mediasi ini di Indonesia 

pengaturannya tersebar dalam dua puluh tiga (23) peraturan perundang-undangan 

dan masih bersifat parsial, yang terimplementasikan dalam konsideran maupun 

pasal-pasalnya, walaupun sebenarnya prinsip dasar mediasi ini sebenarnya 

merupakan landasan filosofis yang melatarbelakangi kelahiran dari lembaga 

mediasi nonlitigasi. Pada umumnya penelitian ini menggambarkan proses mediasi 

non litigasi secara luas, sedangkan tesis saya berfokus pada peran mediator yang 

menfasilitasi jalannya mediasi di Pengadilan Agama dengan segala 

kekhususannya.8 

Sulaiman, “Peran Mediasi Dalam Upaya Menyelesaikan Perkara Perdata 

(Studi Kasus di Mahkamah Sya’riah Lhokseumawe)”, Tesis, Medan: Magister 

Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2017. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui upaya Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe 

memaksimalkan perdamaian melalui mediasi dalam menyelesaikan perkara 

perdata, untuk mengetahui efektivitas proses perdamaian dengan mediasi dalam 

menyelesaikan perkara perdata di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, dan untuk 

mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Mahkamah Syar’iyah 

Lhokseumawe dalam penyelesaian perkara perdata melalui mediasi. Berdasarkan 

penelitian didapatkan hasil: Pertama, upaya Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe 

 
8 Dwi Sriyantini, “Prinsip Mediasi Nonlitigasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Perdata di Indonesia”, Tesis, Jember: Magister Hukum Universitas Jember, 2011. 
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memaksimalkan mediasi dilakukan melalui upaya edukatif, upaya informatif dan 

upaya persuasif dan melaksanakan tahapan mediasi dengan tahap pra mediasi, 

tahap pelaksanaan dan tahap implementasi hasil mediasi. Kedua, Proses 

perdamaian dengan mediasi efektif dalam menyelesaikan perkara perdata di 

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe sebagai upaya meminimalisir perkara di 

Mahkamah Syar’iyah, meskipun belum memiliki keberhasilan yang signifikan. 

Penelitann Sulaiman dengan penelitian saya sama-sama mengambil lokasi di 

pengadilan agama, namun penelitian saya fokue ke perkara ekonomi syaraiah saja, 

sedangkan penelitian Sulaeman secara umum semua perkara perdata yang menjadi 

kompetensi absolut peradilan agama.9 

Septi Wulan Sari, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi 

Kasus Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama Tulungagung)”, Tesis, 

Tulungagung: Magister Studi Islam IAIN Tulungagung, 2017. Penelitian dalam 

tesis ini dilatarbelakangi berupa banyaknya tumpukan perkara di Pengadilan 

Agama. Mahkamah Agung berusaha membuat aturan agar perkara sengketa wakaf 

selesai di ranah non litigasi dengan menggunakan Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999. Salah satunya yakni dengan mengintregasikan 

mediasi dalam proses beracara di pengadilan. Harapannya ketika mediasi dalam 

sengket wakaf ini berhasil maka dapat mengurangi beban pengadilan. Tesis ini 

 
9 Sulaiman, “Peran Mediasi Dalam Upaya Menyelesaikan Perkara Perdata (Studi Kasus di 

Mahkamah Sya’riah Lhokseumawe)”, Tesis, Medan: Magister Hukum Islam Pascasarjana UIN 

Sumatera Utara, 2017. 
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meneliti potensi untuk dapat mendorong penyelesaian sengketa alternatif di luar 

pengadilan khususnya sebagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sedangkan 

tesis saya titik fokusnya adalah mediasi di dalam pengadilan dengan meneliti 

signifikansi peran mediator sebagai fasilitator yang berperan penuh.10 

Umroh Nadhiroh, “Perluasan Wewenang Peradilan Agama di Indonesia 

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 

1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg)”, Tesis, Semarang: Magister Hukum Universitas 

Diponegoro, 2006. Penelitian tersebut merupakan respons dari kewenangan baru 

PA dalam menangani perkara ekonomi syariah. Pembahasannya mengenai 

evaluasi wewenang PA Purbalingga dalam menangani perkara ekonomi syariah 

sejak awal terbitnya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006. Kuantitas perkara 

ekonomi syariah yang tinggi menjadi eksplorasi pembahasan dalam penelitian 

tersebut. Sedangkan dalam penelitian saya lebih menitik beratkan pada proses 

mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama 

Bantul, khusunya peranan mediator dalam membawakan acara mediasi di dalam 

pengadilan sehingga diharapkan dapat menhasilkan putusan perdamaian. 11 

Miqdam Yusria Ahmad, “Pelaksanaan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di 

Pengadilan Agama Purbalingga”, Tesis, Semarang: Magister Studi Islam UIN 

Walisongo, 2018. Penelitian ini mengankat bahasan bahwa Pengadilan Agama 

 
10 Septi Wulan Sari, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Sengketa Wakaf di Pengadilan 

Agama Tulungagung)”, Tesis, Tulungagung: Magister Studi Islam IAIN Tulungagung, 2017. 
11 Umroh Nadhiroh, “Perluasan Wewenang Peradilan Agama di Indonesia (Studi Kasus 

Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg)”, Tesis, Semarang: 

Magister Hukum Universitas Diponegoro, 2006. 
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Purbalingga adalah peradilan pengadilan agama di bawah yurisdiksi Pengadilan 

Tinggi Agama Semarang yang tingkat regsiter masuk sengketa ekonomi 

syaraiahnya paling tinggi. Membedah implementasi Perma No 1 Tahun 2016 

tentang Mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga. Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukan bahwa proses mediasisengketa ekonomi syaraiah di Pengadilan 

Agama Purbalingga sudah berjalan optimal secara Proses. Sedangkan dalam 

penelitian saya yang sama-sama mengakat tema seputar mediasi perkara sengketa 

ekonomi syariah, namun penelitian saya dititiberatkan kepada peran mediator 

dalam mediasi tersebut. Penelitian sudah tidak lagi membahas proses mediasi 

namun peran para pihak yang terlibat di dalamnya.12 

 

E. Kerangka Teoritik 

1. Signifikansi 

  Pengertian signifikan adalah sesuatu/seseorang yang dinggap 

penting atau berarti karena dapat memberikan pengaruh atau dampak dan 

tidak bisa lepas dari suatu persoalan. Arti signifikan juga bisa didefinisikan 

sebagai sesuatu yang benar-benar berbeda atau nyata. Yang secara etimologi, 

kata “Signifikan” berasal dari bahasa Inggris “Significant” yang artinya 

sesuatu yang penting “dalam suatu persoalan”. 

2. Diakronik 

  Diakronik berasal dari bahasa Latin, dari kata dia dan chronos. Dia 

artinya  melalui dan chronos artinya waktu. Model diakronik lebih 

 
 12 Miqdam Yusria Ahmad, “Pelaksanaan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di 

Pengadilan Agama Purbalingga”, Tesis, Semarang: Magister Studi Islam UIN Walisongo, 2018. 
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mengutamakan  dimensi waktu dengan sedikit memperhatikan keluasan 

ruang. Model diakronik digunakan dalam ilmu sejarah sehingga pembahasan 

tentang suatu gerak dalam waktu dari kejadian-kejadian yang konkret menjadi 

tujuan utama sejarah. Dengan demikian, model diakronik merupakan model 

yang dinamis, artinya memandang peristiwa dalam sebuah transformasi atau 

gerak sepanjang waktu. Topik sejarah yang diakronik, misalnya sejarah 

Kerajaan Kutai (abad IV-XIV) seajarah Kerajaan Mataram Kuno (abad VIII-

X). Judul-judul tersebut sengaja diberi penanda waktu, semata-mata untuk 

menunjukan sifatnya yang diakronik, yakni lebih mengutamakan dimensi 

waktu.13 Cara berpikir diakronik akan mengajarkan kepada kita untuk lebih 

teliti dalam mengamati gejala atau fenomena tertentu, terhadap peristiwa atau 

kejadian pada waktu tertentu. Masih berhubungan dengan pembatasan watu, 

sejarah mengenal istilah periodisasi, yakni pengklasifikasian peristiwa-

peristiwa sejarah dalam tahap-tahap dan pembabakan tertentu.14  

3. Hermeneutika dalam Proses Mediasi 

  Oleh pakar komunikasi, hermeneutika dimasukkan ke dalam teori 

kritis. Diakui bahwa metode hermeneutika memberikan perspektif baru dalam 

studi komunikasi. Hermeneutika ialah upaya rasional mencari dan 

menemukan makna atau sensus plenior dari sebuah teks (realitas), sementara 

hakikat dari penelitian kualitatif juga mencari makna hakiki dari being, segala 

 
 13 Ririn Darini dkk., Sejarah untuk SMA/MA Kelas X Kurikulum 2013 Peminatan Ilmu-

Ilmu Sosial, (Jakarta. Penerbit Cempaka Putih, 2013), hlm. 58. 
14 Ratna Hapsari dan M Adil, Sejarah untuk SMA/MA Kelas X Kelompok Peminatan 

(IPS), (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2017), hlm. 10-11. 
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sesuatu yang ada yang hendak diteliti.15 Jika si penafsir yang sudah sampai 

pada sensus plenior di mana ia sudah berhasil menjadi jembatan 

(mediator/messenger) dan berhasil menunaikan tugas yaitu berhasil 

menjembatani gap ontologis realitas yang sesungguhnya dengan apa yang 

tampak, maka hermeneutika sudah sampai pada metode penelitian kualitatif: 

menemukan makna terdalam dari segala sesuatu yang ada (being) 

4. Teori Penyelesaian Sengketa  

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori  tentang 

penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:  

a. Pertama, contending  (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi 

yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.   

b. Kedua, yielding (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan 

bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. 

c. Ketiga, problem solving (pemecahan masalah), yaitu mencari alternative 

yang memuaskan dari kedua belah pihak.  

d. Keempat, with drawing (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi 

sengketa, baik secara fisik  maupun psikologis.  

e. Kelima in action (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa. 16 

 

 

 

 

 
 15 Littlejohn, Stephen W. dan Karen A. Foss, Encyclopedia of Communication Theory, 

(California: Sage, 2009), hlm. 469-474. 

16 Dean G Pruitt & Z. Rubin, Konflik Sosial, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2004),  hlm. 4-6. 
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F. Metode Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

 Dalam metode penelitian hukum dikenal ada dua jenis penelitian 

yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Penelitian 

hukum empiris adalah penelitian terhadap identifikasi hukum, dan 

efektivitas hukum (kaidah hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, 

kesadaran hukum masyrakat) dan penelitian perbandingan 

hukum.Sedangkan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang 

membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.17 Jenis 

penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum menggunakan 

pendekatan yuridis empiris.18 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. 

Pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosesur yang dipergunakan untuk 

memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih 

dahulu untuk dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data 

primer di lapangan.19 

b. Sifat Penelitian 

 Sifat yang melekat pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

analitis yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat obyek 

masalah dengan maksud untuk mengambil suatu kesimpulan yang berlaku 

 
17 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 12 

18 Ibid, hlm. 31. 
19 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 1999), hlm. 52. 
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secara umum, dengan perkataan lain tesis ini bertujuan untuk melukiskan 

realita yang ada.20  

 

c. Sumber Data Penelitian  

1) Data Sekunder 

 Data adalah bahan yang dipakai dalam suatu penelitian. Data 

sangat berperan penting dalam suatu penelitian demi penemuan terbaru. 

Sumber data dalam penelitian yaitu Data sekunder adalah data yang tidak 

diperoleh dari sumber pertama. Data sekunder diperoleh dari dokumen-

dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, laporan, makalah, surat 

kabar dan lain-lain. 21 Data sekunder, meliputi bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan Hukum Primer 

dalam penelitian ini adalah semua adalah bahan yang memiliki kekuatan 

mengikat yang berkaitan dengan obyek penelitian. yakni : 

a) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia 

b) Hukum Acara Perdata (HIR dan RBg) 

c) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. UU No. 3 Tahun 

2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama Jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

d) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman. 

 
20 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 

17. 

21 Edi Ikhsan, Metode Penelitian Hukum, (Medan: Fakultas Hukum USU, 2008), hlm. 29. 
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e) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 1 Tahun 2008 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan 

f) Beberapa arsip Yurisprudensi Mahkamah Agung 

g) Salinan-salinan putusan perkara ekonomi syariah di Pengadilan 

Agama Sleman dan Pengadilan Agama Bantul 

h) Statistika perakara di Pengadilan Agama Bantul 

i) Wawancara Narasumber 

j) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan. 

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, misalnya : 

a) Buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan. 

b) Jurnal khususnya yang berkaitan dengan mediasi. 

c) Hasil-hasil penelitian para pakar hukum yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti. 

d. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul. 

e. Penentuan Responden 

Responden yang akan dijadikan obyek pada penelitian ini adalah mediator 

yang bertugas di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul. 

f. Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini akan dilakukan dengan alat dan teknik yaitu: 

a. Alat yang akan digunakan yakni pedoman wawancara dan kamera. 
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b. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni dengan teknik 

wawancara (interview), yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada 

pihak-pihak yang terkait ataupun yang menangani, dalam hal ini yakni 

mediator yang bertugas di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul. 

g. Analisis Data 

Dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh selama 

penelitian akan menggunakan analisis kualitatif. Yaitu analisis yang 

dilakukan dengan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis 

sehingga didapat gambaran masalah atau suatu keadaan yang diteliti. Selain 

itu juga memakai metode berpikir induktif, yaitu kesimpulan dimulai dari 

pernyataan atau fakta-fakta umum menuju bersifat khusus sehingga didapat 

suatu gambaran yang jelas tentang masalah atau suatu keadaan yang diteliti. 

Penelitian sosial umumnya mengenal dua macam analisis data yaitu 

analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisi kualitatif sering disebut 

dengan analisis penelitian yang mencari informasi sedalam-dalamnya dan 

sebanyak-banyaknya tentang aspek yang diteliti, dan mengkaji objek secara 

utuh. Sedangkan analisis kuantitatif pada dasarnya penyorotan terhadap 

usaha pemecahan yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak 

didasarkan pada aspek pengukuran yang ketat yang dilakukan dengan 

memecahkan objek penelitian kedalam unsur-unsur tertentu untuk kemudian 

ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkupnya. Tesis ini 

menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian yang kemudian dituangkan 

dalam tesis ini tidak hanya mengumpulkan data, dalam penulisan tesis ini 
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data yang telah diperoleh kemudian di analisis. Berdasarkan sifat penelitian 

yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis maka 

analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu 

mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan 

berkembang dalam masyarakat. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 

Pada bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode 

penelitian, serta sistematika pembahasan. 

Pada bab kedua, pembahasan ditujukan pada teori mengenai tinjauan umum 

mengenai Teori Signifikansi, Diakronik Sejarah Mediasi dan Peranan Mediator, 

Penyelesaian Sengketa dan Hermeneutika Mediator dalam Proses Mediasi. 

Pada bab ketiga, pembahasan ditujukan pada teori tentang tinjauan umum 

data perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul, tempat 

lokasi penelitian. 

Pada bab keempat, pembahasan ditujukan pada hasil penelitian dan analisis 

data. Dalam bab ini akan memuat mengenai signifikansi peran mediator dalam 

penyelesaian sengketa ekonomi syaraiah. 
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Pada bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang 

berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menguraikan 

mengenai kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bantul dan telah 

diuraikan di bab-bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa 

siginifikansi (pentingnya) peran mediator dalam menyelesaikan sengketa 

perkara ekonomi syariah di Pengadilan Bantul karena sebagai berikut : 

1. Rata-rata tingkat keberhasilan mediasi perkara di Pengadilan Agama 

Bantul masih rendah dan belum menunjukkan hasil yang optimal, apalagi 

jika hasil mediasi perkara sengketa ekonomi syariah disatukan dengan 

semua jenis perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Bantul, maka 

presentase keberhasilan mediasi akan lebih rendah. Dengan Rata-rata 

perkara setiap bulannya di Pengadilan Agama Bantul yang bisa dilakukan 

proses mediasi adalah sebanyak 34 (tiga puluh empat) perkara. Apabila 

dibagi ke jumlah personel mediator, maka setiap mediator di Pengadilan 

Agama Bantul memfasilitasi 3 (tiga) perkara baru dalam waktu sebulan, 

belum lagi ditambah perkara bulan sebelumnya yang belum selesai 

dilakukan proses mediasi. Sehingga di sinilah kepentingan peran mediator 

hadir (signifikansi) karena seorang mediator harus benar-benar bisa 

mengatur jalannya mediasi bukan hanya dari sisi waktu, tetapi juga harus 
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dapat mengefektivitaskan jalannya mediasi. Selama waktu itu juga, 

mediator harus dapat memformulasikan gagasan kesepakatan perdamaian 

untuk para pihak sesuai dengan norma dan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

2. Kepentingan (signifikansi) Peran mediator di Pengadilan Agama Bantul 

dalam proses mediasi karena hanya mediator yang memiliki ketugasan 

mengaplikasikan kompetensi proses mediasi khusunya:  1.) mengungkap 

agenda tersembunyi 2.) keahlian negoisasi; dan 3.) teknik dan metode 

mediasi. Peran Mediator dalam proses mediasi harus dapat menjadi 

jembatan maksud dari tuntutan dari Penggugat yang tersurat dalam surat 

gugatan, pernyataan-pernyataan Para Pihak yang disampaikan saat kaukus, 

maupun dalam resume mediasi untuk disampaikan kepada pihak lainnya. 

Kepentingan peran mediator juga ditunjukkan dengan mediator harus 

dapat mengolah dan menafsirkan maksud Para Pihak yang tersirat tersebut 

menjadi suatu opsional perdamaian yang dapat ditawarkan ke Pihak 

lainnya. 

B. Saran-Saran 

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Penulis berharap kepada pihak Pengadilan Agama Bantul untuk 

menambah jumlah mediator di Pengadilan Agama Bantul dan menjalin 

kerja sama dengan mediator di luar pengadilan dikarenakan ketimpangan 
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jumlah mediator dengan penambahan perkara setiap tahunnya di 

Pengadilan Agama Bantul. 

2. Penulis berharap ruang mediasi dibuat senyaman mungkin seperti 

pengaturan warna cat dalam ruangan mediasi yang menimbulkan suasana 

damai, penataan interior ruang mediasi bisa dihiasi dengan bunga, 

pewangi ruangan yang bersifat aroma terapi yang dapat membantu 

menenangkan dan menstabilkan emosi para pihak, ornamen-ornamen yang 

menggugah semangat perdamaian misalnya ayat Al-Quran atau hadist 

tentang perdamaian dan kata mutiara. 
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